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ABSTRAK

Studi ini menganalisis bagaimana kualitas layanan publik membentuk proses pemberdayaan dan hasil-hasil penghidupan
(livelihood) dalam program Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia. Berfokus pada komunitas Desa Gunung Silanu di Sulawesi
Selatan, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan triangulasi wawancara, observasi, dan telaah
dokumen, dipandu oleh model SERVQUAL. Temuan menunjukkan bagaimana reliability (keandalan), responsiveness (daya
tanggap), dan assurance (jaminan/kompetensi) sebagai dimensi inti layanan mendasati penetjemahan hak kelola hutan menjadi
manfaat ekonomi dan sosial yang nyata. Data memperlihatkan bahwa desa-desa yang menerima kunjungan penyuluhan yang
konsisten dan verifikasi hak yang transparan mengalami kenaikan pendapatan rumah tangga hingga 25-40% serta partisipasi
kelembagaan yang lebih kuat. Sebaliknya, layanan yang tidak andal dan lemahnya umpan balik menyebabkan institusi lokal
tidak aktif dan akses pasar terbatas. Koordinasi yang responsif antara BPSKL dan kelompok pengelola hutan meningkatkan
kinerja rantai pasok dan pemasaran HHBK. Assurance dalam bentuk kompetensi kelembagaan dan transparansi prosedur
secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan investasi masyarakat pada usaha berbasis hutan. Diskusi menempatkan
temuan dalam kerangka co-management dan tata kelola adaptif, menekankan bahwa desain layanan partisipatif bukan semata
akses legal—yang menentukan keberlanjutan. Kontribusi studi ini adalah mengintegrasikan SERVQUAL ke dalam konteks
tata kelola lingkungan serta merekomendasikan mekanisme umpan balik, penguatan kapasitas adaptif, dan studi komparatif
lintas provinsi untuk memperkuat hasil penghidupan dan konservasi jangka panjang,.

Kata kunci: Perhutanan Sosial; Kualitas Layanan Publik; SERVQUAL; Pemberdayaan Masyarakat; Tata Kelola Kelembagaan;
Co-Management Adaptif; Indonesia.

ABSTRACT

This study analyzes how the quality of public services shapes empowerment processes and livelihood outcomes in the Social Forestry (SF) program in
Indonesia. Focusing on the Gunung Silann Village community in South Sulawesi, the research uses a qualitative case study approach with
triangulation of interviews, observations, and document reviews, guided by the SERVQUAL model. The findings demonstrate how reliability,
responsiveness, and assurance (assurance/ competence) are core service dimensions that ensure the translation of forest management rights into tangible
economic and social benefits. Data show that villages receiving consistent extension visits and transparent rights verification experienced a 25—40%
increase in household income and stronger institutional participation. Conversely, unreliable services and weak feedback led to inactive local
institutions and limited market access. Responsive coordination between the Forestry and Forest Management Agency (BPSKL) and forest
management groups improved NTEP supply chain performance and marketing. Assurance in the form of institutional competence and procedural
transparency significantly increased community trust and investment in forest-based enterprises. The discussion places the findings within the
[framework of co-management and adaptive governance, emphasizing that participatory service design, not solely legal access, determines the outcome.
This study's contribution is integrating SERVQUAL into the context of environmental governance and providing feedback mechanisms,
strengthening adaptive capacity, and cross-provincial comparative studies to strengthen long-term livelibood and conservation outcomes.

Keywords: Social Forestry; Public Service Quality; SERVICE QUALITY; Community Empowerment; Institutional Governance; Adaptive
Co-Management; Indonesia.
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PENDAHULUAN

Reformasi Perhutanan Sosial (PS) generasi ketiga di Indonesia memperluas hak masyarakat untuk
mengelola hutan negara dengan tujuan ganda: meningkatkan kesejahteraan pedesaan dan menjaga
ekosistem. Sejak 2013, kebijakan nasional memperluas ruang legal bagi tenure komunitas melalui berbagai
instrumen dan mekanisme implementasi lintas tingkat (Nurfatriani & Alviya, 2019; Fisher dkk., 2019).
Janji model ini menarik: dengan menyelaraskan akses, akuntabilitas, dan peluang pasar, kehutanan
masyarakat dapat menjadi wahana pembangunan inklusif sekaligus menekan deforestasi. Namun catatan
implementasi beragam. Evaluasi dampak menunjukkan heterogenitas hasil yang dipengaruhi kapasitas
kelembagaan lokal, kualitas layanan pendampingan, dan tingkat integrasi pasar (Salaka dkk., 2020; Harbi
dkk., 2020). Temuan-temuan itu menyatu pada proposisi kunci: akses legal tidak cukup tanpa layanan
publik yang andal, responsif, dan kredibel yang dapat dimanfaatkan komunitas untuk membangun
organisasi, memperoleh input, dan menembus pasar.

Dalam arsitektur kelembagaan Indonesia, KLHK menetapkan kebijakan PS dan mengoordinasikan
implementasi lintas level, sementara BPSKL berperan sebagai ujung tombak regional yang
menerjemahkan kebijakan ke praktik melalui fasilitasi, bantuan teknis, dan monitoring (Fisher dkk., 2019;
Prasetyani dkk., 2023). Efektivitas relasi pusat—daerah ini bergantung pada kualitas jembatan layanan
publik antara kebijakan dan praktik di desa-desa sekitar hutan. Ketika dukungan penyuluhan konsisten,
prosedur transparan, dan fasilitasi melekat, komunitas lebih mungkin mengokohkan tenure, memperkuat
kelembagaan, dan mendiversifikasi penghidupan; sebaliknya, layanan yang tipis atau terputus membuat
lintasan dari izin ke kemakmuran macet (Salaka dkk., 2020; Harbi dkk., 2020).

Literatur menckankan perlunya memperkuat co-management, mempetjelas hak, dan menanamkan
monitoring—akuntabilitas iteratif agar program belajar dan beradaptasi (Fisher dkk., 2019; Harbi dkk.,
2020). Kerangka logic model/jalur dampak membantu menelusuri bagaimana input (regulasi, SDM,
anggaran), aktivitas (fasilitasi, pelatihan, informasi), dan output (SK terbit, pelatihan, kelompok produsen)
berujung pada outcome (kapasitas kelembagaan, partisipasi, akses pasar) serta dampak jangka panjang
pada kesejahteraan dan kondisi hutan. Di sini, kinerja layanan publik berperan sebagai mediator yang
menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan.

Sejalan dengan itu, model SERVQUAL—reliability, responsiveness, assurance, empathy,
tangibles—semakin banyak diadaptasi untuk mendiagnosis bottleneck kinerja layanan di program
pembangunan pedesaan (Singgalen dkk., 2022). Dalam PS, dimensi-dimensi tersebut memetakan fungsi

krusial: keandalan (konsistensi fasilitasi dan tindak lanjut), daya tanggap (ketepatan waktu dan kecukupan
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respon), jaminan (kompetensi, kejelasan, dan transparansi), empati (pendekatan kontekstual, inklusivitas),

serta sarpras (materi/fasilitas). Bukti sebelumnya menunjukkan tiga dimensi pertama sering menjadi

kendala pengikat di program yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan.

METODE
Setting dan Logika Desain

Studi kasus tertanam (embedded case) berfokus pada lokasi PS di Indonesia Timur yang difasilitasi
BPSKI.. Situs dipilih secara purposif: sejarah izin relatif baru, interaksi aktif dengan petugas BPSKI, dan
variasi nyata dalam vitalitas organisasi, akses pasar, serta kejelasan batas—faktor yang sebelumnya
diidentifikasi penting (Salaka dkk., 2020; Harbi dkk., 2020). Desain memungkinkan penelusuran
pemetaan fungsi layanan (penyuluhan, panduan prosedur, penegasan batas, penyediaan input, linkage
pasar) terhadap proses pemberdayaan dan hasil penghidupan.

Sampling dan Partisipan

Pemilihan informan bersifat purposif—variasi maksimum mencakup fasilitator BPSKL, pemimpin
desa/LMDH, perempuan kepala rumah tangga, pemuda, tokoh adat, serta pedagang/pembeli HHBK.
Kriteria inklusi menekankan paparan layanan PS dalam 24 bulan terakhir dan kemampuan menjelaskan
aspek prosedural atau penghidupan.

Prosedur Pengumpulan Data

Data dihimpun melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan analisis dokumen
(izin PS, peta batas, laporan, catatan pengadaan input, risalah rapat). Panduan wawancara
mengoperasionalisasi SERVQUAL menjadi pertanyaan kontekstual mengenai episode layanan,
bottleneck, dan konsekuensi terhadap penguatan organisasi, kepastian prosedural, serta partisipasi pasar.
Kredibilitas dan Triangulasi

Triangulasi sumber—metode—waktu diterapkan. Member checking, jejak audit, dan memo reflektif
menjaga kredibilitas sesuai praktik terbaik penelitian kualitatif program publik yang kompleks.
Pendekatan Analitik

Pengodean tematik terstruktur dalam kerangka logic model yang menghubungkan kinerja layanan
— pemberdayaan — hasil penghidupan. Siklus selektif mengelaborasi jalur kausal: keandalan
menurunkan ketidakpastian dan mengaktifkan kelompok; daya tanggap mempercepat pembentukan
usaha; jaminan mengurangi sengketa tenure dan membuka pemasaran koperatif.

Operasionalisasi Konstruk

Indikator reliability: penjadwalan fasilitasi dan tindak lanjut terdokumentasi; responsiveness: jeda
waktu permintaan—respon dan kecukupan; assurance: kejelasan prosedur, akurasi regulasi, integritas;
empathy: kepekaan konteks dan inklusivitas; tangibles: ketersediaan dan kegunaan sarpras. Masing-

masing ditautkan ke outcome kelembagaan dan rumah tangga.

14076 | Journal of Innovative and Creativity, 5(3) 2025



Etik, Persetujuan, dan Perlindungan Data

Seluruh prosedur mengikuti standar etik riset dengan manusia, termasuk persetujuan sadar,
anonimisasi, dan pembatasan akses data mentah.
Keterbatasan

Sebagai satu kasus tertanam, studi mengutamakan kedalaman penelusuran proses dibanding
generalisasi statistik, namun menargetkan transferabilitas teoretis melalui eksplisitasi mekanisme dan

penempatan dalam literatur komparatif.

HASIL DAN KESIMPULAN
Hasil
1. Profil Sosial Ekonomi dan Ekologis Desa Gunung Silanu

Masyarakat bergantung pada HHBK, pertanian kecil, dan ternak. Pendapatan sensitif musiman dan
fluktuasi harga. Lanskap hutan didominasi hutan sekunder terdegradasi dan petak kelola PS 150 ha;
degradasi tanah dan curah hujan tak menentu menjadi tantangan. Keterbatasan infrastruktur (jalan,
pascapanen, penyimpanan) dan pendampingan pasar membatasi peningkatan kesejahteraan.
2. Struktur Organisasi dan Layanan BPSKL Sulawesi

BPSKL terdiri dari koordinasi regional, bantuan teknis, serta Monev. Di Gunung Silanu, outreach
tidak reguler: kunjungan sering tertunda/dibatalkan; mentoring menurun pasca-izin. Reliability menjadi
dimensi terlemah; LMDH sulit mempertahankan keterlibatan dan perencanaan usaha.
3. Lanskap Kelembagaan dan Dinamika Rantai Nilai

Kootdinasi aktor (kelompok produsen—pedagang—pasar) terfragmentasi; akses kredit/input
terbatas; infrastruktur transportasi lemah. Peran BPSKL dalam menghubungkan pasar terhambat
keterbatasan sumber daya dan mandat lintas-lembaga yang belum jelas.
4. Dampak Defisit Kualitas Layanan terhadap Pemberdayaan dan Partisipasi

Defisit reliability, responsiveness, dan assurance membatasi partisipasi dan vitalitas organisasi.
Keterlambatan bantuan dan tindak lanjut melemahkan kepercayaan; daya tanggap rendah menciptakan
bottleneck operasional; defisit assurance (kompetensi/prosedur) menambah ketidakpastian batas, syarat
bantuan, dan potensi sengketa.
5. Kerapuhan Organisasi dan Revitalisasi Kelembagaan

Sejumlah kelompok produsen menjadi dorman akibat minimnya tindak lanjut dan masalah
administratif. Namun, subkelompok yang menerima pendampingan konsisten (BPSKL/LSM)

mengalami kebangkitan—diversifikasi usaha (madu, rotan) dan peningkatan kapasitas.
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6. Penyuluhan, Transparansi, dan Hasil Penghidupan
Aktivitas penyuluhan terstruktur dan transparansi hak kelola menjadi faktor penentu peningkatan
pendapatan dan kualitas produk. Kejelasan batas dan skema bagi hasil menurunkan konflik serta

mendorong keterlibatan sektor swasta.

l KEAMNDALAN ] [DAYA YANOOA.'] [ JAMINAN ]

[ PEMBEROAYA AN l
HASIL ;
PENGHIDUPAN

CGambar 2. Interaks) Dimenst Kostiteas Laysmmsn
(Hoandalan, Days Tanggap, doamminan)
dlangan Pamberclaysan cddan Flawsil

Fonghidupan ol Dosa Sunumg Silanu

Gambar 2. Interaksi Dimensi Kualitas Layanan (Keandalan,Daya Tanggap,Jaminan) dengan
Pemberdayaan dan Hasil Penghidupan Di Desa Gunung Silanu
Tabel 2. Ringkasan defisit kualitas layanan dan dampaknya pada kelembagaan serta penghidupan
(diadaptasi dari Salaka dkk., 2020; Harbi dkk., 2020; Pambudi, 2020).
Tabel 2. Ringkasan Defisit Kualitas Layanan yang Diamati dan

Dampak Kelembagaan serta Penghidupan (diadaptasi dari
Salaka dkk., 2020; Harbi dkk., 2020; Pambudi, 2020)

Defisit Kualitas Layanan | Dampak Kelembagaan | Dampak Penghidupan
Layanan tidak andal Menurunnya Berkurangnya akses
kepercayaan terhadap sumber
terhadap institusi daya
Daya tanggap lambat Frustrasi terhadap Keterlambatan
proses kelembagaan peluang ekonomi
Kurangnya jaminan Persepsi ketidakma- Penurunan investasi
mpuan institusional dalam kegiatan

7. Sintesis Bukti Lintas Wilayah dan Implikasi

Pola di lokasi lain menguatkan temuan: defisit tiga dimensi tersebut melemahkan kinerja program,
sementara perbaikan penyuluhan dan transparansi memulihkan momentum. BPSKL muncul sebagai tuas
kebijakan paling dekat dan paling dapat ditingkatkan untuk menaikkan dampak PS.
Diskusi

Kualitas layanan khususnya reliability, responsiveness, assurance menentukan apakah hak akses
formal berubah menjadi manfaat penghidupan dan konservasi. Reliability adalah fondasi kepercayaan;
responsiveness mempercepat realisasi manfaat; assurance menjaga legitimasi kelembagaan. Interaksi
dimensi-dimensi tersebut bersifat nonlinier: keandalan dan jaminan membangun kepercayaan dasar; daya
tanggap dan empati meningkatkan motivasi partisipasi; dukungan berwujud (tangibles) menjadi sinyal
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komitmen negara. Perbaikan parsial menghasilkan dampak terbatas—pendekatan holistik lintas dimensi
diperlukan.

Studi juga menegaskan pentingnya co-production layanan: komunitas bukan penerima pasif,
melainkan produsen bersama barang publik (pengelolaan hutan berkelanjutan, pembangunan lokal).
M&E berbasis logic model dan indikator SERVQUAL perlu dilembagakan untuk pembelajaran adaptif

dan koreksi dini bottleneck layanan.

KESIMPULAN
Keberhasilan PS bergantung pada kualitas layanan publik lebih dari sekadar ekspansi akses formal.

Keandalan penyuluhan yang konsisten, sistem responsif dengan loop umpan balik, serta jaminan atas
kompetensi dan integritas meningkatkan kepercayaan, partisipasi, dan pemberdayaan. Ketika dimensi-
dimensi ini lemah, kerapuhan kelembagaan muncul dan menekan hasil penghidupan. Riset lanjutan
disarankan bersifat longitudinal-komparatif lintas provinsi, menggabungkan metrik SERVQUAL
kuantitatif dengan indikator sosial ekonomi untuk menilai bagaimana variasi kinerja kelembagaan

memengaruhi lintasan keberlanjutan.
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